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DHAROTTA NA SATY 2RAJA 

LEMARAN DAERAH KABUPATEN FAH TINGKAT II SEMARANG NOMOR 24 TAHUN 1997 J R I E  NOMOR 9 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN RAH TINGKAT II SEMARANG NOMOR 1 1  T  IUN 1996 

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DA RAH KAUPATEN DAERAH 
TINGKAT II SEMARANG NOMO 3 TAHUN 1 99 1  TENTANG PEMBER AN IJIN TEPAT USAA 

DENGi1.� RAAHMA.T rur-4 YANG MAHA ESA 
BUPATI KEP.Al.A DAER.AJ-111NGKAT II SEMARANG 

I 
I 

Menimbang .: a. baha berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri tanggal 5 Desember 1994 Nomor 503 / 3932 / PUOD tentang Retribusi � dan Undang-t1ndang G angguan Bagi Perusahaan industri, maka dipandang peru meninjau kembali eraturan Daerah Kabupaten Daerah 
Tingkat II Seman mng Nomor 3 Tahun 199 1  tentang 
Pemberian ljin Te pat Usaha, yang telah diubah untuk 
pertama kali dengaI Peraturan Daerah Kabupaten Daerah 
Tingkat II Semarang Nomor 4 Tahun 1994 Teniang 
Perubahan Pertar a Peraturan Daerah Kabupaten 
Daerah Tingkat II iemarang Nomor 3 Tahun 1991 Tentang 
Pemberian ljin T m p a t  Usaha yang disahkan dengan 
Surat Keputusan Gubemur Kepala Daerah tingkat I Jawa 
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Mengingat 

Tengah Tanggal 14 Pebruari 1995- Nomor 188.� 45 
1995 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1995 
Nomor 3 ;  :  

b. batwwa sehubungan dengan hal tersebut diatas per } 
mengatur dan menetapkannya dalam Peraturan Daerah 

Perubahan.  
1 .  Undang-undang Gangguan Staatsblad 1926 Nomor 228 

yang telah diubah dan ditambah dengan Staatsbd 1940 
Nomor 14 dan 4 5 0 ;  

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ; 

3. Undang-undang Nomor 12Drt. Tahun 1957 tentang 
Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan 
Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 1 2 8 8 ) ;  

4. Undang - undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang 
Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan 
Daerah Swatantra Tingkat II Semarang ( Lembaran 
Negara Republk Indonesia Tahun 1958 Nomor 1 1 8 ,  
Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesla Nomor 
1 6 5 2 ) ;  

5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok­ 
pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara 
Repubik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan j 
Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor 3037) ;  j  

6. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang { 
Ketentuan-ketentuan Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan 
Hidup ( Lembaran Negara Repubfk Indonesia Tahun 
1982 Nomor 12 ,  Tambahan Lembaran Negara Republk 
Indonesia Nomor 3 2 1 5 ) ;  
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 16  Tahun 1976 tentang 
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nmor 3079) ;  

8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat Il 
Salatlga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang 
( Lembaran Negara Repubfk Indonesia Tahun 1992 
Nomor 1 1 4 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3500) ;  

9. Keputusan Presiden Repubik Indonesia Nomor 48 Tahun 
1993 tentang Perubahan Keputusan Presiden Republk 
Indonesia Nomor 53 Tahun 1989 tentang Kawasan 
Industri; 

10 .  Peraturan Menteri Dlam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 
tentang lzin Mendirikan Bangunan dan tzin Undang-undang 
Gangguan Bagi Perusahaan lndustrl ; 

1 1 .  Kputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan 
Menteri Perdagangan Koperasi Nomor 92 Tahun 1979 
tanggal 23 Mei 1979 tentang Perubahan dan Tambahan 
atas Pasal 3 ayat (3) dari Keputusan Menteri Dalam 
Negeri dan Meteri Perdagangan Nomor 56 Tahun 1971  
tanggal 19  Mei 1971  tentang Ketentuan-ketentuan 
Kewenangan Dalam Memberikan ljin Tempat Usaha dan 
ljin Usaha Perdagangan; 

12 .  Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1994 
tentang Pelaksanaan tzin Mendirkan Bangunan dan tzin 
Undang-undang Gangguan Bagi Perusahaan Industri ;  

13. Instruksi Menteri Dalam Negeri tanggal 5 Desember 1994 
Nomor : 503/3932/PU0OD tentang Retribusi MB dan 
Undang-undang Gangguan Bagi Perusahaan Industri ; 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II 
Semarang Nomor 10  Tahun 1988 tentang Penyidik 
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Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pmerintzh 
Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ( Lembaran 
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun 
1988 N o m o r 1 7 ) ;  .  

15 .  Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II i 

Semarang Nomor 3 Tahun 1991 tentang Pember.am ljln I 
Tempat Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah 
Tingkat II Semarang Tahun 1991  Nomor 4- ) ·; I 

16 .  Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II 
Semarang Nomor 5 Tahun 1991  tentang Pemberian 
Uang Perangsang Atas Pemungutan Pendapatan Asl 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II 
Semarang Tahun 1991  Nomor 6 ) ;  

17 .  Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II 
Semarang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Perbahan 
Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II 

Semarang Nomor 3 Tahun 1391  tentang Penberian ljin 
Tempat Usaha ( Lembaran Daerah Kabupaten Daera 
Tingkat I I  Semarang Tahun 1994 Nomor 2 ) .  

Dengan Persetujuan Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah 
Tingkat II Semarang 

M E M U T U S  K A N  

Menetapkan PERATURAN DAERAH KAUPATEN DAERAH TINGKAT [ 
II SEMARANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA j 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II j 
SEMARANG NOMOR 3 TAHUN 1991  TENTANG 

PEMBERIAN IJIN TEMPAT U SAHA .  

Pasal 

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 
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1991  tentang Pemberian ljin Tempat Usaha yang disahkan dengan Keputusan 
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jaa Tengah tanggal 29 Agustus 1991  
Nomor : 188.2/317/1991 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Daerah Tingkat II Semarang Tanggal 1 8  September 1991 Seri B Nomor 4 
Tahun. 1991  yang telah diubah untuk pertama kai dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 4 Tahun 1994 tentang 
Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang 
Nomor 3 Tahun 1991  tentang Pemberian ljin Tempat Usaha yang disahkan 
dengan Keputusan Gubemur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 14 
Pebruari 1995 Nomor : 188.2 / 45 / 1995 dan diundangkan dalam 
Lembaran Daerah Kahupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1995 Nomor 
3 diubah lagi sebagai benkut:  

A Pasal 1  huruf d diubah dan dibaca : 

1 
d. Sekretaris WHayah / Daerah adalah Sekretaris Wilayah / Daerah 

Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang. 
J  

B. Pasa l2  diubah dan d"baca : 
( 1 )  Setiap orang atau Badan Hukum yang mendirikan atau mempertuas 

tempat usaha di daerah yang kegiatanmya sebagaimana d'maksud Pasal 
1 ayat (1)  Undang-undang Gangguan wajib memiiii ijin Tempat 
Usaha . 

(2) Perusahaan Kawasan Industri dan Persahaan Industri diluar Kawasan 
Industri yang jenis industrinya wajib amdal, tidak wajib memiliki ljin 
Tempat Usaha . 

(3) Perusahaan Kaasan industri dan Perusahaan Industri diluar Kawasan 
industri yang jenis Industrinya tidak wajib amdal, wajib memilki I]in 
Tempat Usaha . 

(4) Setiap orang / Badan Hukum yang mendirikan dan atau memperas 
tempat usahanya di Daerah yang kegiatan usahanya selain yang 
dimaksud Pasal 1 ayat ( 1 )  Undang-undang Gangguan wajib memiliki ljin 
Keterangan Tempat Usaha.  

(C.) Pasal 5 iubah dan d ibaca:  
( 1 )  Sekretaris WilayahDaarah atas nama Bupati Kepala Daerah dapat 

memberikan ljin atau menolak permohonan ljin setelah mendapat 
pertimbangan dari Kepala Bagian Ketsrtiban, berdasarkan berita 
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acara pemeriksaan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud Pasal 4 

ayat (3) Peraturan Daerah i n i .  ­  

(2) Pemberian ljin atau penolakan ljin harus dapat diselesaikan dalam 
jangka vwaktu selama-lamanya : 
a. 32 ( tiga puluh du a)  hari untuk ljin Tempat Usaha ;  
b. 20 ( dua puluh ) hari untuk ljin Keterangan Tempat Usaha.  

D. Pasal 6 ayat (2) diubah dan dlbaca : 
(2) Penolakan atas Permohonan ljin disampaikan secara tertuls oleh 

Sekretaris Wilayah / Daerah atas nama Bupati Kepala Daerah dengan 
menyebutkan alasan-alasannya. 

Pasal 7 ayat ( 1 )  diubah dan dibaca : 
( 1 )  Kutipan Keputusan Bupati Kepala Daerah tentang Pemberian ljin 

dan atau Penolakan ljin ditanda tangani oleh Asisten I Sekwilda Tingkat 
II Semarang dan diterimakan kepada Pemohon. 

F. Pasal 12 ayat ( 1 )  angka 2 diubah dan dibaca : 
2. Retribusi ljin Tempat Usaha untuk Industri dikenakan Tarp menurut 

kondisi Engkungan, index lkasi dan index gangguan sesuai luas ruang 
tempat usaha masing-masing sebagai berikut : 
a. Untuk kegiatan usaha yang berada dilngkungan/zona industri 

ditetapkan sebagai berikut : 
1 .  Yang berada di jalan utama (propinsi) : 

- Dengan index gangguan besar tarip per M2 sebesar 
Rp. 9 0 , 0 0 .  

-  Dengan index gangguan sedang tarip per M2 sebesar 
Rp. 60 ,00 .  

-  Dengan index gangguan kecil tarip 
Rp. 30 ,00 .  

2 .  Yang berada di jalan secunder ( jalan Kabupaten ) :  I  
-  Dengan index gangguan besar tarip per M2 sebesar 

Rp. 82 ,50 .  #  

-  Dengan index gangguan sedang tarip per M2 sebesar j 
Rp. 55 ,00 .  5 

-  Dengan index gangguan kecil tarip per M2 sebesar 
Rp. 27 ,50 .  

3. Yang berada di jalan lingkungan (desa) : 
- Dengan index gangguan besar tarip per M2 sebesaf 

Rp .  7 5 , 0 0 .  
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- Dengan index gangguan sedang tarip per M2 sebesar 
Rp. 50 . 00 .  

-  Dengan index gangguan kecil tarip per M2 sebesar 
Rp. 2 5 . 0 0 .  

b. Untuk kegiatan usaha yang berada dilingkungan pertokoan 
ditetapkan sebagai berikut : 
1. Yang berada di jalan utama (propinsi) : 

- Dengan index gangguan besar ta rip per M2 sebesar 
Rp. 1 . 3 50 , 0 0 .  

-  Dengan index gangguan sedang tarip per M2 sebesar 
Rp.  9 0 0 , 0 0 .  

-  Dengan index gangguan kecil tarip per M2 sebesar 
Rp. 4 5 0 . 0 0 .  

2. Yang berada di jalan secunder ( jalan Kabupaten ) :  
-  Dengan index gangguan besar tarip per M2 ebesar 

Rp .  1 . 2 3 7 . 5 0 .  
-  Dengan index gangguan sedang tarip per M2 ebesar 

Rp .  & 2 5 , 0 0 .  
-  Dengan index gangguan kecil tar:ip per M2 sebesar 

Rp .  4 1 2 . 5 0 .  
3. Yang berada di jalan lingkungan (desa) : 

- Dengan index gangguan besar tarip per M2 sebesar 
Rp .  1 . 1 2 5 . 0 0 .  

-  Dengan index gangguan sedang tarip per M2 sebesar 
Rp. 7 5 0, 0 0 .  

-  Dengan index gangguan kecil tarip per M2 sebesar 
Rp. 3 7 5 , 0 0 .  

c. Untuk kegiatan usaha yang berada dilingkungan Pasar ditetapkan 
sebagai berikut: 
1 .  Yang berada di jalan utama (propinsi) : 

- Dengan index gangguan besar tarip per M2 sebesar 
Rp. 1 . 800 , 00 .  

-  Dengan index gangguan sedang tarip per M2 sebesar 
Rp. 1 . 200 , 0 0 .  

-  Dengan index gangguan kecil tarip per M2 sebesar 
Rp .  600 , 00 .  

2. Yang berada di jalan secunder ( jalan Kabupaten ) :  
-  Dengan index gangguan besar tarip per M2 sebesar 

Rp. 1 . 650 , 00 .  
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gangguan sedang tarip per M2 sebesar 
gangguan kecil tarip per M2 sei>esar � 

per M2 sebesar 

F­ 

gangguan sedang tarip per M2 sebesar 
-± ­ 

2 per M2 sebesar 
. 

- Dengan index 
Rp. 1 . 1 0 0 , 0 0 .  -  Dengan index gangguan kecil tarip 
Rp. 550 ,00 .  3. Yang berada di jalan Ingkungan (desa) : - Dengan index gangguan besar tarip 
Rp. 1.500,00 . - Dengan index 
Rp. 1 . 000 , 00 .  -  Dengan index 
Rp. 500 , 00 .  

per M2 sebesar 

per M2 sebesar 

per M2 sebesar 

per M2 sebesar 

per M2 sebesar 
# 

d. Untuk kegiatan usaha yang berada di daerah pergudangan 
ditetapkan sebagai berikut : 
1 .  Yang berada di jalan utama (propinsi) : 

- Dengan index gangguan besar tarip 
Rp. 1 . 8 0 0 . 0 0 .  

-  Dengan index gangguan sedang tarip per M2 sebesar 
Rp. 1 . 2 0 0 , 0 0 .  •  

-  Dengan index gangguan kecil tarip 
Rp. 600 ,00 .  

2. Yang berada di jalan secunder ( jalan Kabupaten ) :  
-  Dengan index gangguan besar tarip per M2 sebesar 

Rp. 1 .650,00 .  
- Dengan index gangguan sedang tarip per M2 sebesar 

Rp. 1 . 1 0 0 , 0 0 .  
-  Dengan index gangguan kecil tarip 

Rp. 550,00 . 
3. Yang berada di jalan lingkungan (desa) : 

- Dengan index gangguan besar tarip 
Rp. 1 . 500 . 00 .  

-  Dengan index gangguan sedang tarip per M2 sebesar 
Rp. 1 .000,00 .  

- Dengan index gangguan kecil tarip 
Rp. 5 0 0, 0 0 .  

•· 

e. Untuk kegiatan usaha yang berada dilngkungan Pemukiman 
ditetapkan sebagai berikut : 
1 .  Yang berada di jalan utama (propinsi) : 

- Dengan index gangguan besar tarip per M2 sebesar 
Rp. 2 .250,00.  
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- Dengan index gangguan sedang tarip per M2 sebesar 
Rp. 1 . 500 , 00 .  

-  Dengan index gangguan kecil tarip per M2 sebesar 
Rp. 750 , 00 .  

2. Yang berada di jalan secunder ( jalan Kabupaten ) :  
-  Dengan index gangguan besar tarip per M2 sebesar 

Rp. 2.062.50 .  

-  Dengan index gangguan sedang tarip per M2 sebesar 
Rp. 1 . 3 7 5 , 0 0 .  

-  Dengan index gangguan kecil tarip per M2 sebesar 
Rp. 6 8 7 , 5 0 .  

3 .  Yang berada di jalan lingkungan (desa) :  
-  Dengan index gangguan besar tarip per M2 sebest 

Rp. 1 . 8 7 5 . 0 0 .  
-  Dengan index gangguan sedang tarip per M2 sebesar 

Rp. 1 . 2 5 0 . 0 0 .  
-  Dengan index gangguan kecil tarip per M2 sebesar 

Rp.  6 2 5 . 0 0 .  

t  Untuk kegiatan usaha yang berada dilingkunagan sosial I.  

ditetapkan sebagai berikut :  
1 .  Yang berada di jalan utama (propinsi) : 

- Dengan index gangguan besar tarip per M2 sebesar 
Rp. 2 .250 ,00 .  

-  Dengan index gangguan sedang tarip per M2 sebesar 
Rp. 1 . 5 0 0 . 0 0 .  

-  Dengan index gangguan kecil tarip per M2 sebesar 
Rp. 250 , 00 .  

2. Yang berada di jalan secunder ( jalan Kabupaten ) :  
-  Dengan index gangguan besar tarip per ·M2 sebesar 

Rp. 2 . 062.00 .  
-  Dengan index gangguan sedang tarip per M2 sebesar 

Rp. 1 . 375 , 00 .  
-  Dengan index gangguan kecil tarip per M2 sebesar 

Rp. 6 8 7, 5 0 .  
3. Yang berada di jalan lingkungan (desa) : 

- Dengan index gangguan besar tarip per M2 sebesar 
Rp. 1 . 8 75 . 0 0 .  

-  Dengan index gangguan sedang tarip per M2 sebesar 
Rp. 1 . 250 .00 .  

-  Dengan index gangguan kecil tarip per M2 sebesar 

Rp. 625 .00 .  
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G. Diantara Pasal 1 2  ayat ( 1 )  dan ayat (2) disisipkan satu ayat baru 
yaitu ayat (2) sebagai berikut : (2) Ketentuan sebagaimana tersebut Pasal 12 

ayat (1)  angka 2 dihltung untuk las maksimal 5 Ha, kelebihan setiap 
kefipatan 5 Ha dikenakan 25 % dari jumlah pengenaan s e m u la .  

H. Pasal 12  ayat (2) dan ayat (3) selanjutnya menjadi ayat (3) dan ayat (4) 

I. Pada Penjelasan Pasal Demi Pasal, Pasal 12  ayat (1)  diubah dan dibaca: . 
Pasal 1 2  ayat (1 )  Pengenaan retribusi Undang-undang Gar1 gguan 

(HO) untuk usaha industri sebagaimana diatur 
dalam surat Menteri Dalami Negeri Nomor : 
503 / 3932 / PUSD tanggal 5 Desember 1994 
dengan rumus sebagaimana berikut : 

[ R u = Ti x [ r G L R Tu  ]  

RUUG Retribusi ljin Undang-undang Gangguan 
(HO) adalah 
Jumlah biaya retribusi ljin Undang­ 
undang Gangguan {HO) yang harus 
dibayarkan kepada Pemerintah Daerah 
oleh orang seorang dan atau oleh 

Badan Usaha baik Swasta, BUMN 

maupun Pemerintah. 

RUU TL 

Rp. 
Rp.  
RD. 

X  IL 
1 3  (Protokol) 
12 ,75 (Kab.) 

12.5(desa) 

X I G  
3(besar) 
2(sedang) 
1(kecil) 

X Luas 
X . . . . .  

X · · · · ·  

X  · · · · ·  

TL :  Tarif ingkungan adalah pungutan per M2 
dari las rang usaha yang mefputi 
bangunan tertutup maupun terbuka 
sesuai kondisi ingkungan seperti : 
- Lingkungan Industri / Kawasan Industri 
- Lingkungan Pertokoan 

. -  Lingkungan Pasar 
- Lingkungan Pemukiman 
- Lingkungan Pergudangan 
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- Lingkungan Sosial 
- dan sebagainya 

Tarif lingkungan : 
- Lingkungan IndustriRp. 10,00 
- Lingkungan Pertokoan Rp. 150,00 
- Lingkungan Pasar Rp. 200,00 
- Lingkungan Pergudangan Rp. 250,00 
- Lingkungan Pemukiman Rp. 250,00 
- Lingkungan SosialRp. 250,00 

IL Index lokasi adalah angka index yang 
berdasarkan pada klasifikasl jalan yang dlatur 
dengan Peraturan Daerah sesuai dengan 
Klas jalan utama, jalan sekunder dan 
jalan iingkungan. 

Indexya adalah : 
- Jalan Protokol : 3 
- Jalan Kabupaten : 2,75 
- Jalan Desa : 2,5 

IG Index Gangguan adalah angka index 
besar kecihya gangguan yang mungkin 
ditimbukan oleh jenis usaha industri, dengan 
parameter : 
- Besar dengan nilal 3 
- Sedang dengan nilai : 2 
- Kecil dengan nilal : 1 

TL : Luas Ruang Tempat usaha. 

Pasal 12 ayat (1)  angka 1 : Cukup jelas 

angka 2 huruf a : - yang dimaksud index gangguan besar adalah 
gangguan yang menimbukan dampak penting 
terhadap ingkungan hidup. 
misahya : pabrik tahu, pabrik tekstil yang 

ada pencelupannya, pabrik 
pengolahan kult. 
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angka 2 huruf b s/d 
huruf e 

angka 2 huruff 

zi=­ 
.s; 
r4= 
�::-.-r-, 
�Q� - 

· => 
yang dimaksud index gangguan sedang adalah 
gangguan yang menimbukan dampak rang 
penting terhadap lingkungan hidup. 

:­ misalya : usaha bengkel, usaha tenun. : ± 

- yang dimaksud index gangguan kecll adalah 
gangguan yang tidak menimbukan dampak 
terhadap ingkungan hldup. 
misalnya : pengolahan air mineral, garment. 
cukup jelas 

lingkungan sosial adalah ingkungan / t-empat 
ibadah, pendidikan, rumah sakit, panti sosial. 

Pasal II 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku,pada tanggal diundangkan . 
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 

Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.  
JI  

'  i  

Ditetapkan di : U n g a r a  n  
Pad a tang gal : 2 Oktober 1996 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN DAERAH TINGKAT 11 

SEMARANG 
Ketua 

TD. 

Ors. S O E P O N 0 
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BUPATI KEPALA DAERAH 
TING KAT II SEMARANG 

CAP 

D r s . S O  E D  I J A T  N O  

TTD. 



. 

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kep.ala Daerah Tingk:�1'f Tanggal 21 Nopember 1997 Nomor 188.3 / 5 2 3 / 9 7 .  _  

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat I I  Semarang Nomor 24 Tahun 1997 Tanggal 28 Nopember 1997 Seri B Nomor 9. 

Sesual dengan aslnya SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH 
CAP TD. 

D r s . W O E R Y O N O  Pembina Utama Muda NIP. 0 1 0  051 872 
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